
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO 

NOMOR 1 8 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

K E L A S J A B A T A N P E G A W A I N E G E R I S I P I L D I L INGKUNGAN 

P E M E R I N T A H D A E I ^ H 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

W A L I KOTA GORONTALO, 

Menimbang : a . bahwa dengan d i l aksanakannya Reformasi B i r ok ras i di 

l ingkungan Ins tans i Pemerintah Pusa t dan Pemerintah 

Daerah , per lu d i l akukan evaluas i j aba tan ; 

b. bahwa u n t u k me l aksanakan Pera turan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi B i r ok ra s i 

Nomor 39 T a h u n 2013 tentang Penetapan Ke las J a b a t a n 

di L ingkungan Ins tans i Pe;merintah, d i l akukan Evei luasi 

J a b a t a n di l ingkungan Pemerintah Daerah da lam 

menentukan Ke las dan Nikd J a b a t a n ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

da lam h u r u f a dan h u r u f 1:>, per lu menetapkan Peratursin 

Wal i Kota Gorontalo Tentang Kelas J a b a t a n Pegawai 

Negeri S ip i l di l ingkungan Pemerintah Daerah . 

Mengingat : 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa r Negeira Republ ik 

Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 19159 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah T ingkat I I di Su lawes i 

(Lembaga Negara R e p u t l i k Indonesia Tiahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

3 . Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang Apara tur 

S ip i l Negara (Lembaran Respublik Indonesia T a h u n 2014 

Nomor 6, Tambahan Negara Republ ik Indonesia, 

Nomor 5494) ; 
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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 18 TAHUN 2023 

TENTANG 

KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

Menimbang : 

Mengingat : 

PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di 

lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, perlu dilakukan evaluasi jabatan, 

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan 

di Lingkungan Instansi Pemerintah, dilakukan Evaluasi 

Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam 

menentukan Kelas dan Nilai Jabatan: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota Gorontalo Tentang Kelas Jabatan Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494),
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4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan 

Pera turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

T a h u n 2022 tentang C ip ta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara RepulDlik Indonesia T a h u n 2023 

Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 6856) ; 

5. Pera turan Menteri Pendayagunaan Apara tur Negara dan 

Reformasi B i r ok ras i Nomor 34 T a h u n 2 0 1 1 tentang 

Pedoman E v a l u a s i J a b a t a n ; 

6. Pera turan Menteri Pendayagunaan Apara tur Negara dan 

Reformasi B i r ok ras i Nomor 39 T a h u n 2013 tentang 

Penetapan Ke las J a b a t a n di L ingkungan Instsinsi 

Pemerintah. 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO TENTi\NG K E L A S 

J A B A T A N P E G A W A I N E G E R I S IP I L D IL INGKUNGAN 

P E M E R I N T A H D A E R A H . 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da l am Peraturan Wal i Kota yang d imaksud dengan : 

Daerahi ada lah Kota Gorontalo 

Pemerintah Daerah ada lah Pemerintah Dtierah kota Gorontalo. 

Kepa la Daerah adalah Wal i Kota Gorontalo. 

Aparatur S ip i l Negara yang se lanjutnya disingkat ASN adalafi profesi bagi 

PegawEii Negeri S ip i l dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanj ian Kerja 

yang bekerja pada Ins tans i Pemerintah. 

Pegaw£ii Negeri S ip i l yang se lanjutnya dis ingkat PNS ada lah setiap Warga. 

Negara Indonesia yang telah memenuhi s> arat tertentu, diangkat sebagai 
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Menetapkan : 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856), 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan: 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG KELAS 

JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kota Gorontalo. 2 

3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo. 

4 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

yang bekerja pada Instansi Pemerintah. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga 

Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai



Pegawfii ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegavraian untuk; 

menduduk i j aba tan pemerintahan. 

6. J a b a t a n ada lah kedudukan yang m e n u n j u k k a n tugas, kewajiban, 

tanggungjawab, wewenang, dan h a k seoning PNS. 

7. J a b a t a n S t r u k t u r a l ada lah s u a t u kedudukan yang reienunjukkar 

tugas,kewajiban, tanggungjawab, wewenang, dan h a k seorang Pegawa 

Negeri S ip i l da lam rangka memimpin s u a t u sa tuan organisasi Negara. 

8. J a b a t a n Pe laksana ada lah kelompok j aba tan admin is t ras i yang 

bertauiggung j awab me laksanakan kegiatan pelayanan jDublik serte. 

admin is t ras i pemer intahan dan pembanganan. 

9. J a b a t a n Fungs iona l ada lah sekelompok j aba tan yang berisi fungi dar 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pads, 

keahliein dan keterampi lan tertentu. 

10. Faktor Evaluation System se lan jutnya dis ingkat F E S ada lah pengukurar. 

kinerja seseorang da lam bekerja t a u menentukan tingkat kesu l i tan dar . 

s u a t u pekerjaan. 

1 1 . E v a l u a s i J a b a t a n ada lah s u a t u proses u n t u k meni la i s u a t u j aba ta i i 

secara s istematis dengan menggunakan kr i ter ia-kr i ter ia 5'ang disebut 

sebagai faktor j aba tan u n t u k menentuk£in n i la i j aba tan dan kelasi 

j aba tan . 

12. Peta J a b a t a n ada lah s u s u n a n j aba tan yang d igambarkan secara ver t ika i 

dan horizontal menuru t s t ruk tu r kewisnangan, tugas, dan tanggung 

jawabjabatan serta persyaratan j aba tan . 

13. Informasi Faktor J a b a t a n ada lah data yang d iper lukan dalam rangksi 
I 

pe laksanaan eva luas i j aba tan s r u k t u r a l m a u p u n j aba tan fungsional 

yangbe rasa l dar i ana l i s i s j aba tan dan sumber-sumber la in m isa lnya 

has i l vrawancara. 

14. Nama J a b a t a n Pe laksana ada lah sebutan yang menjgidi identitas 

penamaein j aba tan d ibawah Ese lon IV ataiu J a b a t a n S t r u k t u r a l terendal i 

da lam s u a t u organisasi . 

Pasa l 2 

Maksud d ibentuknya Pera tunan Wal i Kota in i ada lah menetapkan KelaS 

J a b a t a n PIVS di l ingkungan Pemerintah Daerah secara adil,obyektit, dan 

t ransparan . 
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Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, 

tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS. 

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 

tugas,kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. 

Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan administrasi yang 

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

Faktor Evaluation System selanjutnya disingkat FES adalah pengukuran 

kinerja seseorang dalam bekerja tau menentukan tingkat kesulitan dari 

suatu pekerjaan. 

Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan 

secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut 

sebagai faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas 

jabatan. 

Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal 

dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung 

jawabjabatan serta persyaratan jabatan. 

Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka 

pelaksanaan evaluasi jabatan sruktural maupun jabatan fungsional 

yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya 

hasil wawancara. 

Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas 

penamaan jabatan dibawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah 

dalam suatu organisasi. 

Pasal 2 

Maksud dibentuknya Peratunan Wali Kota ini adalah menetapkan Kelas 

Jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah secara adil,cbyektit, dan 

transparan.



Pasa l 3 

T u j u a n d ibentuknya Pera turan Wal i Kota in i ada lah d igunakan sebagai a c u a h 

dalam menentukan besaran tambahan penghasi lan a tau tunjamgan kinerj i 

yang adi l dan layak bagi PNS di l ingkungan Pemerintah Daerah stdaras dengap 

beban pek(;rjaan dan tanggungjawab j aba tan . 

Pasa l 4 

(1) Ke las J a b a t a n PNS di l ingkungan Pemerintah Deeral i ditetapkan 

berdasarkan has i l evaluasi yang ditetapkan oleh ]V[enteri yang 

menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan dibidang pendayagunaan 

aparatTir negara dan reformasi b i rokras i . 

(2) Ke las J a b a t a n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terc£intum d a l a r i 

Lamp i ran yang merupakan bagian t idak te rp isahkan dar i Pera turan Wal i 

Kota in i . 

Pasa l 5 

Pada saat loerlakunya Pera turan Wal i Kota in i , Pera turan Wal i Kota Nomor 34 

T a h u n 2019 tentang Ke las J a b a t a n dan Nilai J abatan, dicabut dan d inyatakap 

t idak ber laku. 

Pasa l 6 

Pera turan Wali Kota in i mu la i ber laku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintethkan pengundangan Peratura j i 

dengan penempatanya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapl<:an di Gorontalo 

pada tanggal, 11 Sentember 2023 

WAL I KOTA GORONTALO,|-

K 
N A. TAHA 

D iundangkan di Kota Gorontalo 

pada tang^;al, 11 September 2023 

S E K R E T A R I S D A E J ^ KOTA GORONTALO, 

I S M A K M A D J I D 

B E R I T A D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUhf 2023 NOMOR 1 8 
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Pasal 3 

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah digunakan sebagai acuan 

dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja 

yang adil dan layak bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selaras dengan 

beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan. 

Pasal 4 

(1) Kelas Jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Deerah ditetapkan 

berdasarkan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan 

aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 

Pasal 5 

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Nomor 34 

Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan, dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo | 

pada tanggal, 141 Sentember 2023 

WALI KOTA Sena 

N 
Tah A. TAHA 

2 
Diundangkan di Kota Gorontalo 

pada tanggal, 11 Sentember 2023 

SEKRETARIS DA KOTA GORONTALO, 

ISM MADJID 

L BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 12


